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BADAN KARANTINARERTANIAN
MENJADLTUANRUMAH WORKSHOR ISPM(31

Tahun ini Pusat Karanona Tombuhan dan Keamanan Hayat Naban (KTKHN), Badan Karantna Pertanian menjadi
tuan rumah penvelenggaraan workshop vang mengangkat topik implementasi Intermational Standard Phytosanttary Measires
Nomer 3] (ISPM No.31) tentang teknik pengambilan sampel. Agenda vang bertajuk * The e Pacifie Plat Protection Comtendeon
(APPPC) Ragional Warkshop on Methodologies for Sampling of Consignments (INPM No.31) " merupakan tindak lanjut program “The
29¢h Session of APPPC” di Bali tabun 2015 yang lalu. Balai Ui Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) di
Bekasi, Jawa Barat, menjadi tempat pelaksanaan workbep ini.

Seperti termuat di situs web resmi Badan Kasanting Pertanian (kasantina.pertanian.gouid), soribap ini dilaksanakan
selamasd {lima) hart sejak wngpal 22-28 Agustus 2016 dan ditkuti oleh lebih dard 35 peserta perwakilan negar-negara kawisan
Asin dan Pasifik (termasuk 11 peserta dari lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karanuna Pertanian di Indonesia)
denganagenda utama pemaparan penerapan ISPM No.31 dan masing-masing negara.

Warkshop secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, dengan didampingt Kepala
Pusat KTKHN (Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc.), Easvative Secretary of APFPC (Dr, Piso Yongfan), dan Kepala BUTTMKP (1.
Samsul Hedar),

Melahui workshep ini diharapkan dapat m::nmp;kadcnn pengetahuan peserta dalam hal reknik pengambilan contoh
sekaligis herhag; pengalaman pmerapanm.l di masing-m: i'ql"!l.. nug’m kawasan Asia dan Pasifik (UK).
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WORKSHOP TRAINING
PERUNDINGAN BIDANG
PERTANIAN DI WTO

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan
No. 898/M-DAG/KEP/8/2016 tentang Satuan
Tugas Kelompok Negara 33 (Grewp 33) dan
Pengangkatan Tenaga Ahli dalam rangka Perundingan
Perdagangan Produk Pertanian di Forum Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), Kepala Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian mendapatkan
amanah sebagai Ketua Tim Perundingan Perdagangan
Produk Pertanian di Forum WTO, Satuan Tugas
Kelompok Negara 33 (Growp 33) tersebut
beranggotakan perwakilan dari
Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian
Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Luar Negeri, dan Bulog Satuan Tugas Kelompok
Negara 33 imi dibentuk mengingat Indonesia
merupakan negara penggagas pembentukan
Kelompok Negara 33 (Grogp 73) dalam perundingan
perdagangan produk pertanian di forum Organisasi
Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WT0).
Dalam rangka mendukung rugas Indonesia
sclaku koordinator Kelompok Negara 33 tersebut,
Indonesia perlu mempersiapkan dan
mengoordinasikan konsep perundingan perdagangan
internasional di bidang pertanian, terutama dalam hal
bantuan domestik (dowestic sppord), kompeusi ekspor
(excport competition), akses pasar (market acess), keamanan
pangan (foad security), dan isu perundingan perdagangan
bidang pertanian lainnya. Aras dasar itulah maka pada
tanggal 29-31 Agustus 2016, bertempat di Hotel Salak
Tower Bogor, Badan Karantina Pertanian
menyelenggarakan [Porkshep Training Perundingan
Bidang Pertanian di WTO. Werksbep ini
diselenggarakan dalam rangka pembekalan dan
meningkatkan pemahaman kepada Tim Satuan Tugas
Kelompok Negara 33 dan Unit Eselon 1 Lingkup
Kementerian Pertanian mengenai isu-isu bidang
pertanian yang diangkat dalam perundingan
perdagangan produk pertanian di forum WTO.

« Warkghop dihadini oleh Anggota Tim Satuan Tugas
Kelompok Negara 33 (Growp 39), dan menghadirkan nara
sumber dari Direktorat Perundingan Multilateral,
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional, Kementerian Perdagangan; Dircktorat
Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan
Intelektual, Direktorat Jenderal Multlateral, Kementerian
Luar Negen; serta Pusat Sostal Ekonomi dan Kebijakan
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Pertanian, Kementerian Pertanian, Dalam workshop peserta
dibekali informasi mengenai beberapa agenda perundingan
bidang pertanian yang dibahas pada forum WTO
diantaranya: Daka Uﬂ*rfapmm.r Apenda (DDA), Implementasi
Pilar Fsgpori Competition, isu Damestic Support dalam Agreenent
on Agriculture (AoA) dan Perkembangan Terakhir
Perundingan Pertanian terkait isu Domestic Suppory, Isu
Market Aceess dalam AoA dan Perkembangan Terakhir
Perundingan Pertanian terkait isu Market Access, Dispate
Settlement Produk Pertanian di WTO. Dalam workshap juga
dilakukan Simulasi Modalitas Pertamian. Dalam simulasi ini
peserta disjarkan bagaimana menghitung dan menentukan
modalitas, ' dan mengklasifikasikan special products
berdasarkan kategor pemotongan/ pengurangan tanf,
Melalui workshop pembekalan ini diharapkan dapat
mendukung tugas Kepala Badan Kamantina Pertanian
seliku Ketua Tim Perunding dalam menegosiasikan,
mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi

perundingan perdagangan bidang pertanian di WTO.
(kryoek/ SPS)

NEGOSIASI SPS DALAM PERUNDINGAN
INDONESIA-AUSTRALIA

COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)

Indonesia-Australia Coprebensive Economic Partoership
Agreement (J1A-CEPA)  merupakan kerjasama  dalam
bentuk Free Trade Agreement (FTA) ditambah kerjasama
ekonomi. Kerjasama ini me inisiasi antara kedua
pemimpin negara yaitu Presiden Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono dan Perdana Menten Australia,
Julain Gilard. Pada manggal 2 November 2010 di Jakarea,
kedua pemimpin negara menyepakati untuk memulai
negosiasi Indonesia-Australia dalam forum IA-CEPA.
IA-CEPA merupakan kerjasama yang berlatar belakang
ekonomi, perdagangan dan investasi yang saling
menguntungkan bagi kedua negara.

Pada tanggal 8 Marer 2011 telah dilakukan
pertemuan Pre-Negotiation Consuitation [4-CEPA. Pada
pertemuan tersebur Wakil Menteri Perdagangan
chubhk Indonesia menyampaikan bahwa terdapar 4
(empat) custer yang dapat dilakukan dalam  eonomic
cooperation sceara komprehensif aleh kedua negara yaitu
kluster pertanian {agrmffxn}, Kluster b;smg;
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pertambangan (extractive mineral), kluster green ecomanry atau

sustainable trade, dan kluster jasa. Selanjutnya Pre

Negotiation Consultation LA-CEPA yang kedua berlangsung

pada tanggal 10 Aprl 2012. Pihak Indonesia dan

Australia menyepakati untuk memulai perundingan LA-

CEPA yang pertama pada tanggal 26-27 September 2012.

Berdasarkan hasil kesepakatan pada pertemuan Pre

Negotiation ke-2, ruang lingkop kerjasama 1A-CEPA

meliput:

1. Econoniic Coaperation

2. Trade in Goods

3. Trade in Nervices

4. Investment

5. Movement of Naturai Persons

6.0uher dcsues  (Electromic.| Commerve, Comperation  Policy,
Government  Procurement, Tntelectual Property Rights,
Enviranment and Labowr)

7 Institutional and Framework Provivions (Transparensy,
General Provisions and Exceptions, Institntional Provisions,
Dispute Setlesment Procedures, Final Provistons).

Sejak putaran perundingan pertama,
perundingan TA-CEPA sudah memasuki putaran
perundingan ke-4. Perundingan terakhir dﬂﬂkﬂnﬂkﬂn
pada tanggal 22-26 Agustus 2016 di Sydney Austalia,
Dalam pcrundlﬂgnn IA-CEPA ini- 'dilakukan
petundingan untuk masing-masing sektor secara parallel,
rermasuk perundingan Sub Working Grouplon Sanitary and
Phytosanttary (SWG-SPS) yang berada di bawah
perundingan Trade in Goods (T1G). Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai fead
sub megotiatoruntuk Sanitary and Phytosanitary (SPS).

Pertemuan SWG-SPS baru memasuki putaran
perundingan kedua, dan masih menjadi satu SIFG an
Techmical Barrier o Trade (SWG-TBT) mengingat /fad
megostator Australia untuk TBT dan SPS adalah orang yang
sama, , Pada pembahasan terkait SPS, pertemuan
membahas draf teks untuk Chapter SPY yang rtelah
disusun oleh Australia dengan mengacu pada
Chapter SPS di ASEAN Australta New Zealand Free Trade
Agreement (AANZFTA). Pihak Indonesia juga telah
menyusun awnter draff sementara untuk pembahasan awal
dengan pihak Australia. Draft tersebut merupakan
kombinasi draff fext perundingan AANFTA, Malaysia
Australia FT.A (MAFTA) dan Thailand Awstalia FTA
(TAFTA). Indonesia mengusulkan 10 (sepuluh) pasal
untuk Himasukkan dalam Chapeer SPS, yaitu: Obpectives,
Scape, Definitons, General Provisions, Equivalence, Adaplation
fo regianal conditions, Competont Antborities and Contact Poinis,
Information Exchange and Cooperation, Consultative
Arrangements, Consultations and Dispite Settlement.

Saat ini untuk kerjasama [ndonesia-Australia

2o /v / pen/io/i-
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sudah ada forum kerjasama di bawah Working Group on
Agricuiture, Food and Forestry Cooperation (WGAAFC)
Indonesia-Anstralia yang juga membahas isu-isu SPS antara
kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak
menyepakati untuk mempertimbangkan juga substansi
vang ada di bawah forum kerjasama WGAFFC tersebut
ke dalam penyusunan Draft Texd Chapter SPS,

Putaran perundingan IA-CEPA keempat dan
SWG SPS ketign akan diselenggarakan pada awal
November 2016 di Bandung, Indonesia (&ryoek/ SPS)

PERUNDINGAN INDONESIA UNI EROPA
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
(IEU-CEPA)

Perundingan Indonesia=Uni Eropa CEPA

Setclah melalwi 4 (empat) tahun diskosi mengenai
Scoping Paper, akhirnya pada wnggal 18 Juli 2016
perundingan perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa atau
dikenal dengan Indonesia Ewrspean Union Camprebensive
Econamic Partwership (IEU-CEPA) dimulai. Scopmg  paper
membahas beberapa isu, yaitu: perdagangan barang, austonr
& trade, regulasi teknis, perdagangan jasa dan investasi,
pubdic procarement, HAKI, kebijakan persaingan, peraturan
rransparansi, penyelesaian sengketa serta perdagangan dan
pembangunan berkelanjutan.

Perundingan diharapkan akan berlangsung selama
25 mahun dan selanjutnya kedua pihak akan melakukan
ratifikasi sebelum entry inte force. Beberapa negam anggota
ASEAN yang sudah menyelesatkan perjanjian bilaveral
dengan EU adalah Singapura (2014) dan Vietnam (2015},
sedangkan yang masih berunding adalah Thailand, Filipina

seria Indonesia.

Apa saja yang diharapkan dari [EU-CEPA

Khususnya Indonesia mengharapkan adanya
perbaikan pada mama ranmi pasokan global melalui
peningkatan kualitas barang dan jasa schingga bisa
memenuhi standar Uni Eropa. Selain it Indonesia dan 28
negara anggota Uni Hropa harus membicarakan soal
penurunan tarif, aief procwrement hingga hak cipta (IPR),
termasuk perlindungan investor yang tidak kalah penting.

Profil Perdagangan Indonesia Uni Eropa
Total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa

pada 2015 sebesar 26,1 milyar US| dimana :
Indonesia ke Uni Eropa sebesar 14,8 milyar U&Eﬂz
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impor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 11,3 milyar USD.
Neraca perdagangan masih positif bagi Indonesia, dan
kebanyakan yang diekspor adalah produk perkebunan. Total
aliran investasi dalam korun wakma 2005 = 2015 sebesar 9.8
milyar USD dan terfokus di sektor kostruksi, transportasi,
tanaman pangan, perkebunan dan pertambangan

Regulasi SPS Uni Eropa

Perdagangan barang dengan EU tetap harus
memerhatikan regulasi Samitary Plytoranitary yaita aspek
keamanan pangan dan pakan, kesehatan hewan, CITES dan
keschatan masyarakat, Arran tersebut bertujuan untuk
melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. EU
memiliki badan yang berwenang mengawasi tugas-tugas
terscbut. Untuk produk asal hewan untuk konsumsi
manusia, terdapat aturan khusus yang mengawasi misalnya
Inwiene and official food contrals,

Untuk Keamanan Pangan dan Pakan, importasi
pangan dan pakan ke EU harus memenuhi kondisi umum
vaitu:

@ Memenuhi prinsip-prinsip umum dan persyaratan
pangan (rahapan produksi Pangan & pakan serta
distnbusinya) dalam EC No 178/ 2002 section 4

@ Ketelusuran: importic (pangan dan pakan) harus
teridentifikasi & teregistrasi, demikian juga dengan
eksportr dari Negara asal,

@ Aturan fygienis produk bahan pangan dan pangan asal
hewan

@  Aturan tentang kriteria microbiologi pangan

@ Aturan residu, pestisida, obat hewan, kontaminan pada
makanan

) Awran khusus untuk GMO pada pangan dan pakan
baru

(3 Aturan khusus untuk pangan tertentu (mis air mineral,
coklat, pangan cepat beku) dan bahan pangan khusus
(pangan untuk bayi dan anak-anak usia muda)

@ Aruran khusus untuk pemasaran dan labelling baik untuk
bahan pangan, campuran bahan pakan serta bahan
pakan untuk tujuan nutrisi penting,

@ Aturan umum untuk bahan-bahan yang akan konuk
dengan bahan pangan

Untuk kesehatan hewan, Importasi hewan dan
produk hewan harus memenuhi standar keschatan serta
persyaratan internasional termasuk Negara-negara yang
dapat melakukan ekspor untuk produk-produk vang
diperlukan ke EUL

@ Produk asal hewan yang dapat diimpor ke EU harus
berasal dari unit pengolahan vang disetujui di Negara
ckspornr

(3  Semua hewan dan produk hewan vang diimpor harus
disertai dengan sertifikat kesehatan (HC) vang
ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang
dari Negara eksportir,

(? Setap barang kiriman wajib dilakukan pemeriksaan
kesehatan di Pos pemeriksaan di perbatasan ketibaan
OICEATR Angeot

Peraturan EU untuk beberapa produk pertanian

EU merupakan pasar tujuan utama ekspor pala asal
Indonesia untuk dan B0% impor pala Uni Eropa berasal
dari Indonesia. Seringnya kasus aflatoksin pada pala asal
Indonesia, akhirnya Uni Eropa menetapkan MRL
aflatoksin pala dalam Commission Regulation (EU) Na.
165/2010, yaitu Aflaroksin B1= 5.0 pph, Total= 10pph.
Selanjutnya aturan terbaru yaitu No B84/2014 yang
diberlakukan pada Februari 2016, setiap importast pala
harus disertai dengan penerbitan Health Cetificate (HC)
setelah dilakukan uji laboratorium, HC rtersebut harus
ditandarangani oleh yang berwenang dari Negara eksportir
(OKKP/OKKPD) setempat dan jika tidak EU tidak segan-
segan menolak pala asal Indonesia tersebut.

Pada 15 November 2016, produk kayu asal
Indonesia yang sudah bersertifikar legal akan semakin
mudah memasuki pasar EU. Foret Law Enforcement
Garernance and Trade” atau "FLEGT", Indonesia merupakan
negara pertama yang berhasil mendapatkan lisensi FLEGT
untuk produk kayu ke pasar Uni Eropa jauh meninggalkan
para pesaingnya seperti Afrika, negara-negara Amerika
Latin, serta negara-negara anggota ASEAN sepert
Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, dan
Tiongkok.

Produk ekspor lainnya untuk tujuan EU adalah
kayu manis, teh, kopi, produk olahan kelapa (red palm
sugar), kakao olahan (pasta, butter, powder) dll. (ER)
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Indonesia — Furopean Free Trade Assodation (EFTA)
Comprebensive  Economic  Partwersbip Agreement (CEPA)
merupakan kerjasama komprehensif di bidang ekonomi
antara Indonesia dengan 4 (empat) negara EFTA, yaitu
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Dalam
kerangka kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif TE-
CEPA ini, Indonesia dan negara anggota EFTA melakukan
kerjasama di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi,
teknis, hak kekayaan intelektual, pengaturan persaingan, dan
mekanisme penyelesaian sengketa. Perundingan ini

merupakan bagian penting dari straregi EFTA di Asia

Tenggara.

Perundingan IE-CEPA dimulai pada pertemuan
pimpinan tertinggi kedua belah pihak pada tahun 2006,
dengan hasil Joint Indonesia-EFTA Study Growp. Berdasarkan
Joint Studt Group rersebut disepakati bahwa TE-CEPA dapat
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan saling
melengkapi dalam bidang ekonomi kedua belah pihak.

Setelah beberapa lama sempat tertunda, akhirnya
Indonesia dan negara-negara anggota EFTA melakukan
kesepakatan untuk memulai suatu perundingan kerja sama
bilateral pada tanggal 5-7 Juli 2010 di Jakarta. Pada
pertemuan ini, kedua belah pihak menckankan bahwa
perundingan [E-CEPA harus komprehensif, mencakup
semua sektor yang terkait perdagangan dan investasi dalam
suatu cara yang terintegrasi, termasuk pembangunan
kapasitas (aqpaity building) dan kerjasama. Perundingan juga
harus berpedoman pada prinsip kesetaran, kedaulatan, saling
menghormati dan semangat yang konstruktif,

Dasar perundingan dalam pertermnuan IE-CEPA, yaitu;
(1) prinsip sngle wndertaking (1i)strukeur negosiast; (i) waktu
dan tempat, ( iv) komposisi delegasi; dan (v) hasil negosiasi.
Adapun modalitas yang dibahas tenim dari beberapa
kelompok kerja (Working Grasp/ WG), yaitu: WG on Trade in
Coods; WCs on Trade in Service; WG on Investment; WG on Ravles of
Origin, Custom Lssues, and Trade Facilitation; WG on IPR, WG on
Gavernment Procurement; WG on Cooperation and Caparity
Bueidding: WG on General and Final Provisions. Serta Sub-WG on
SPY dah Sub-WG on THT yang berada di bawah WG on Trade
in Cepods,

Sejak perundingan pertama IE-CEPA (The! st Round of
Negotiation of 1E-CEPA) pada tanggal 31 Januari- 2 Februari
2011 di Jakara, Perundingan IE-CEPA relah memasuki
putaran perundingan ke-11 vang telah dilaksanakan pada
tanggal 27-30 September 2016 di Bandung,

PERUNDINGAN SPS DALAM INDONESIAEFTA
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTBERSHIP AGREEEMENT
[FEFTA CEPA

Perundingan SPS dalam IE-CEPA

Dalam kerangka kerjasama IE-CEPA, pembahasan
Sanitary and Phytosanitary Measurer (SPS) berada di bawah
Working Growp Trade in Goods (WGTIG), Putaran
perundingan SPS [E-CEPA baru berlangsung sebanyak 2
(dua) kali, putaran pertama pada bulan Mei 2016 di
Interlaken, Swiss, dan putaran kedua pada tanggal 29-30
September 2016 di Bandung, bersamaan dengan Putaran
Perundingan TE-CEPA ke-11. Kepala Pusat Kepatuhan,
Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai Ketua
Tetap Tim Perunding untok Sulb-Workmg Groap SPS
Indonesia.

Dalam perundingan SPS di bawah kemangka TE-
CEPA, kedua belah pihak membahas mengenai Draft Artrl
SPY yang terdini dari 16 (enam belas) paragraf yang telah
disusun dan divsulkan oleh negara EFTA. Draf? Article SPS
yang diusulkan oleh negara EFTA secara umum mengatur
mengenal andst, import chick, dan cerfrfication, serta bagaimana
sistem pengawasan dan pemeriksaan di pintu pemasukan
dan pengeluaran, termasuk di perbatasan berdasarkan
analisa risiko,/ mik anals.

Dalam perundingan SPS kedua belah pihak juga
membahas beberapa prinsip SPS yang sccara langsung atau
ticdak langsung tercakup dalam 16 paragraf yang diusulkan,
diantaranya sertifikasi (cersificates),  transparansi
(trangparency), ekivalensi (equivalencd), penilaian resiko (rick
asessmeni), contact points, prosedur konsultasi (comswlfation
procedures), dan import comtral

Untuk mempermudah pembahasan dan
perundingan Draft Artick SPS, kedua belah pihak saling
mielakukan pertukaran informasi diantaranya mengenai:
otoritis kompeten yang menangani SPS;  sertifikat dan
stempel resmi masing-masing nepara untuk keschatan
hewan, ikan, dan tumbuhan; peraturan/ regulasi terkait SPS
dan Halal; serta daftar kategorisast risiko keseharan hewan,
ikan, dan tumbuhan,

Walaupun tidak banyak komoditas pertanian yang
dilalulintaskan antara Indonesia dan negara EFTA, namun
keberadaan Artikel SPS pada Perundingan Indonesia-
EFTA CEPA sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi
negara Indonesia dalam meminimalkan dampak negatif
dari kerangka perdagangan Indonesia - EFTA CEPA.

(kryoek] SPS)
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Kemas Usman.. SP., M.Si.
(POPT Ahli Muda pada Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian selaku selaku
National Focal Point SPS Indonesia memiliki
tanggung jawab yang besar dalam perundingan
perdagangan internasional. Sejumlah forum
perjanjian kerjasama telah dijalin Indonesia dengan
negara-negara mitra dagang, 2 (dua) diantaranya
adalah Indonesia - European Free Trade
Association (I-EFTA) Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA) dan Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement
(RCEP). |-EFTA merupakan kerjasama
komprehensif di bidang ekonomi antara Indonesia
dengan 4 (empat) negara EFTA vyaitu Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss, sedangkan
RCEP adalah kerjasama negara-negara ASEAN
dengan B (enam) negara lain yaitu Australia, China,
India, Jepang, Korea, dan New Zealand dima
Indonesia mendapat kehormatan se
Permanent Chair dalam Sub Workij
SPS. - 3

Agenda bertema “Pembaha
Penyusunan Draft Chapter Sanitary and
Phytosanitary Measures {SPSj RCEP
SPS Indonesia EFTA; CEPA"

Kerjasama Perkarantinaam—Pusat—Kepatuhan,—standar-internasional

Kerjasama, dan Informasi Ferkarantmaan {F‘usat
KKIP), Badan Karantina Pertanian bersama dengan
instansi terkait merupakan pertemuan dalam rangka
menindaklanjuti: (i) hasil putaran negosiasi ke-10
Indonesia-EFTA CEPA yang telah berlangsung
pada tanggal 25-26 Mei 2016 di Interlaken, Swiss,
dimana negara anggota sepakat mengenai periu
adanya Artikel SPS di dalam Chapter Trade in Good
(TIG) untuk melindungl kesehatan hewan,
tumbuhan dan manusia di dalam sistem
perdagangan Indonesia dengan EFTA; dan (i)
Intersessional Meeting of The RCEP Sub-Working

diselenggarakan di Grand' Savero Hleii % E
tanggal 13 - 13 Agus’tus 2016 o

Group on Sanitary and Phytosanitary Measures
(ISSL RCEP SWG-SPS) tanggal 25-28 Juli 2016 di
Sekretariat ASEAN, Jakarta. Rapat ini membahas
mengenai Draft Article SPS Indonesia-EFTA CEPA;
dan Draft Chapter SPS RCEP usulan New Zealand
terkait Certification, Import Check, dan Audit.
Sebagai hasil diskusi rapat, draf artikel SPS
yang diusulkan oleh negara EFTA secara umum
mengatur mengenai audit, import check, dan
certification, serta bagaimana sistem pengawasan
dan pemeriksaan di pintu pemasukan dan
pengeluaran, termasuk di perbatasan berdasarkan
analisa risiko/risk analysis.
Dari 16 (enam belas) paragraf yang diusulkan
negara EFTA, terdapat 2 (dua) paragraf yang
disetujui, 2 (dua) paragraf yang diusulkan untuk
s, 2 (dua) paragraf yang diusulkan untuk
yung, dan 10 (sepuluh) paragraf lainnya masih
gkan dengan beberapa perubahan isi

: ruang hngkup artike!
ne _-:.‘_:- keamanan pangan (food

({2 am‘ and animal heatfh), mengingat

yang dijadikan acuan pada
draf artikel hanya Codex Alimentarius Comission
(CACIGL).

Hasil pembahasan Draft Chapter SPS RCEP
usulan New Zealand terkait Certification, Import
Check, dan Audit, usulan posisi Indonesia untuk
menggabungkan ketiga Artikel tersebut menjadi
satu artikel di bawah judul Audit, Certification, and
Import Checks dengan sub-sub artikel. Hal ini
menjadi bahasan ASEAN Caucus pada Pertemuan
RCEP SWG-SPS ke-9 yang dilaksanakan
bersamaan dengan Pertemuan RCEP TNC ke-14
tanggal 15-19 Agustus 2016 di Ho Chi Minh,
Vietnam (UK).

AUSTRRLLES
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Notifikasi Australia :

Tindakan Emergency Action yang dikeluarkan
Pemerintah Australia (Australian Governmen! Departmeant of
Agriculture and Waler Resources) melalul Notifikasi |
G/SPSINFAUS/400 berlujuan mengurangi resiko terkait
biosekuriti, tindakan fitosanitarl inl dilakukan terhadap
importasi benih labu dari seluruh negara yang masuk ke
wilayah Australia agar bebas dari Cucumber green mottle
mosalc virus (CGMMV) dan  Melon necrofic spol virus
(MNSV). Tindakan tersebut meliputi persyaratan fitosanitari,
pemeriksaan visual dan pengujian laboratorium terhadap
benih labu {bebas dari MNSV), semangka (bebas dari
CGMMVY dan MNSY), dan melon (bebas darl CGMM\ dan
MNSY). Implementasi kebljakan inl terdird atas 3 (tiga) tahap
meliputi:

Tahap 0 (Transisi): media pembawa yang masuk ke wilayah
Australia sebelum atau pada tanggal 18 Oktober 2018,
Tahap 1. Pada lahap ini, akan diberakukan pengujian *
sampel pada benih impor dengan ketentuan ukuran sampel
benih untuk target pemeriksaan MNSV adalah sebanyak
2000 benih sedangkan CGMMV adalah 8,400 benih. Benih
yang diimpor ke Australia sejak tanggal 19 Okfober 2016
harus disertai dengan serfifikal fitosanitari dan dokumen
pendukung yang menyatakan bahwa benih telah diuji off-
shore menggunakan metode pengujian ELISA (berdasarkan
standar Internasional Seed Testing Association (ISTA) 7-028)
yang menyatakan bahwa pada 8.400 sampel benih bebas
dari CGMMV. Jika benih kiiman tidak disertai serifikat
fitosanitari, akan dilakukan pangujian di tempat tujuan, dalam
hal ini Australia, pada ukuran sampel 9.400 benih. Tahap 1
{(Fase 1) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan
akan digantikan dengan Tahap 2 (Fase dua).

Tahap 2: Pada tahap ini, akan diberlakukan pengujian
sampel pada benih impor dengan ketentuan adalah ukuran
sampel benih untuk target pemeriksaan MNSV dan CGMMV
adalah sebanyak 9.400 benih. Benih yang diimpor ke
Australia sejak tanggal 1 Januari 2017 harus diuji
menggunakan metode pengujian ELISA (berdasarkan
standar Internasional Seed Testing Association (ISTA) 7-026)
yang menyatakan bahwa pada 8.400 sampal benih babas
dari MNSY dan CGMMV. Pengujian benih dapat dilakukan
off-shore atau on-shore.

Persyaratan Sertifikat Kesehatan (Phytosanitary
Certificate)

Setiap benih Citrulius fanatus dan Cucumis melo yang
diskspor ke Australia harus melalui pengujian di negara asal
(off-shore) yang dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (PC)
rasmi:

Tahap | (Pertama)

2000 sampel banih diuji dengan metode ELISA (berdasarkan
standar Infemasional Seed Testing Association (ISTA) 7-026)
dan harus dinyatakan bebas darl MNSV dan 9400 benih juga
diuji defigan metode yang sama dan harus dinyatakan bebas
darl CGMMV. Jika dalam PC resmi tidak terdapat keterangan
tersebut, maka dapat dilampirkan hasil pengujian
laboratorium.

Benih yang dikiim harus disertai PC dan hasil pengujian
laberatorium. PC dimaksud harus mencantumkan identitas
nama benih dan jumiah benih, Hasil pengujian laboratorium
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harus memuat informasi tentang:

1. Nama spesies benih yang diuji

2. Minimum 2000 sampel benih diujl dengan metode ELISA
{berdasarkan standar Internasional Seed Tesling
Association (ISTA) 7-026)

3. Hasil yang menyatakan bahwa benih uji bebas dari MNSV

4. Nomor lot/batch dan nomor inl harus sesual dengan yang
tercantum di PC

5 Tanggal pengujian, nama laboratorium penguji,
alamat laboratorium penguji

Lot Benih Ukuran Kecil

Sebanyak 20% (berdasarkan berat lot benih) atau 9400 benih

berukuran kecil harus diujl dengan metode ELISA

{berdasarkan standar Intermasional Seed Testing Association

(ISTA) 7-026) dan harus dinyatakan bebas dan Sguash

masaic virus, Cucumber green mottle mosailc virus, dan Mefon

necrotic spof virus. Pengujian benih harus dilakukan on-shore.

Tahap Il (Kedua)

Sefiap benih Citrulus lanatus dan Cucumis melo vang

diekspor ke Australia harus melalul pengujian di negara asal

(of-share) yang dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (PC)

resmi.

8400 sampel benih diuji dengan metode ELISA (berdasarkan

standar Intemasional Seed Testing Association (ISTA) T-026)

dan harus dinyatakan babas dari MNSV dan CGMMV.

Jika dalam PC resmi fidak terdapal keterangan terssbut,

maka dapal dilampirkan hasil pengujian laboratorium.

Benih yang dikiim harus disertai PC dan hasil pengujian
laboratorium. PC dimaksud harus mencantumkan identitas

nama benih dan jumiah benih. Hasil pengujian |aboratorium

harus memuat informasi tentang:

1. Narna spesies benih yang diuji

2. Minimum 9400 sampel benih diuji dengan metode ELISA
(berdasarkan standar Infernasional Seed Testing
Association (ISTA) 7-026)

3. Hasil yang menyatakan bahwa benih uji babas darl
MNSY dan CGMMV

4. Nomor lot/batch dan nomeor ini harus sesual dengan
yang tercantum di PC

5. Tanggal pengujian, nama laboratorium penguji, dan
alamat laboratorium penguji CGMMVY

dan

Lot Benih Ukuran Kecil
Sebanyak 20% (berdasarkan berat lot benih) atau 9400 banih
berukuran kecil harus diuji dengan melode ELISA
(berdasarkan standar Internasional Seed Testing Association
(ISTA) 7-026) dan harus dinyatakan bebas dari Squash
mosaic virus, Cucumber green mottle mosaic virus, dan Melon
necratic spot virus. Pengujian benih harus dilakukan on-shore
Bibit semai Citrullus lanatus, Cucumis melo, Cucumis s
dan Lagenaria siceraria ﬁﬁalc dipumuhhm d

CGMWWH (IRA).
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Forum bertajuk “22"Coordinating Commitice on the
Implementation of the ATIGA" atau yang lebih dikenal
dengan CCA telah diselenggarakan tanggal 24 - 26
Oktober 2016 di Hotel Marlynn Park, Jakarta.
Bersama-sama dengan Direktorat Perundingan
ASEAN (Kementerian Perdagangan),
Kementerian/Lembaga teknis terkait termasuk
Badan Karantina Pertanian berperan aktif dalam
menyampaikan posisi SPS Indonesia dalam
beberapa isu bilateral ASEAN Trade in Goods
(ATIGA) merupakan kerjasama negara-negara
ASEAN di bidang perdagangan barang yang
mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN kedalam
suatu comprehensive framework. Forum kerjasama
ATIGA berorientasi pada peningkatan
transparansi, kepastian dan meningkatkan AFTA-=
rules-based system yang merupakan hal yang
sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN.
Pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi negara
anggota ASEAN dan Delegasi Indonesia yang
terdiri atas perwakilan beberapa
Kementerian/Lembaga seperti Kementerian
Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Keuangan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Pertanian, Bdan Pusat
Statistik, Badan Standardisasi Nasional, dan
Indonesia National Single Window (INSW).
Pertemuan membahas hasil pertemuan: (i) The
Third Meeting of 47" Senior Economic Official
Meeting (SEOM 3/47), The Joint AEM-Thirtieth
Meeting of the ASEAN Free Trade Area Council (30"
AFTA), dan The 28" and 29" ASEAN Summits.
Salah satu isu terkait Sanitary and Phytosanitary
(SPS) yang dibahas dengan negara Filipina

Redaksi tulisan maupu

Qleh :

Kemas Usman, S.P.. M.Si.
POPT Ahli Muda Badan Karantina Pertanian

adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

Nomor 42/2012 dan 43/2012, serta 04/2015,

dimana Filipina menanyakan tentang aturan

pembatasan tempat pemasukan komoditas buah

dan sayuran segar dan rencana ekspor Filipina atas
komoditas bawang merah, pisang, dan nanas ke

Indonesia.

Dalam diskusi bilateral dengan Filipina, pihak
Indonesia memberikan informasi tentang Prinsip
aturan dan alasan penerapan Permentan Nomor
42/2012, 43/2012, dan 04/2015. Dalam upaya
importasi buah segar dan umbi lapis segar (pisang,
nanas, dan bawang merah), Filipina yang harus
mengikuti aturan Permentan Nomor 42/2012,
43/2012, dan 04/2015. Berdasarkan kesepakatan
sebelumnya, Filipina akan mengajukan
permohonan registrasi laboratorium keamanan
pangan. Namun hingga saat ini, Filipina masih
belum memenuhi kelengkapan dokumen terkait:
contaminants laboratory, national pesticide

‘analytical laboratory, satellite-pesticide analytical

laboratory in Baquio-laboratory, Cagayan, De Oro,
Cebu, dan Davao. Status Indonesia adalah
menunggu kelengkapan dokumen dimaksud.
Menanggapi hal ini, pihak Filipina akan
berkoordinasi secara internal kepada Assistant
Secretary for Planning and Project Development
and OIC Director, Bureau of Plant Industry
Philippines.

Hal yang penting adalah memberi
pemahaman kepada negara mitra dagang akan
prinsip dan justifikasi iimiah yang menjadi dasar
diberlakukannya sebuah aturan, serta perlu
dilakukan update informasi yang _baik antar K/L
terkait guna memperkuat posisi SPS Indonesia
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